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I. UMUM 

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
yang senantiasa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 
Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, serta untuk mempertahankan kedaulatan negara 
dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem 
pertahanan dan keamanan negara membutuhkan ketersediaan 
peralatan utama yang didukung oleh kemampuan industri dalam 
negeri, kepemilikan teknologi canggih dan teknologi tepat guna, 
penguasaan sumber daya ekonomi, dan percepatan pencapaian 
tujuan nasional. Selama ini ketersediaan Alat Peralatan Pertahanan 
dan Keamanan belum didukung oleh kemampuan Industri 
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Pertahanan secara optimal dan mandiri yang menyebabkan masih 
adanya ketergantungan terhadap produk Alat Peralatan Pertahanan 
dan Keamanan dari luar negeri. 
Memiliki pertahanan dan keamanan yang tangguh merupakan sebuah 
kebutuhan yang mendasar bagi suatu bangsa dan negara. 
Kemampuan pertahanan dan keamanan tidak saja penting dalam 
menjaga keselamatan bangsa dan negara, tetapi juga merupakan 
simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan 
maupun kepentingan nasional, baik dalam aspek ekonomi (economic 
well-being) bahkan mewujudkan tatanan dunia yang menguntungkan 
(favourable world order). 
Visi yang perlu diterapkan bagi kemajuan dan kemandirian Industri 
Pertahanan di Indonesia adalah visi yang memuat semangat untuk 
mewujudkan ketersediaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan 
secara mandiri. Kemampuan Industri Pertahanan harus didukung 
oleh pengelolaan manajemen yang visioner serta mengandalkan 
sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, 
sehingga mampu mendukung tercapainya kemajuan teknologi Alat 
Peralatan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan perkembangan 
zaman. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa untuk mewujudkan 
kemampuan Industri Pertahanan, diperlukan penyelenggaraan dan 
pengelolaan secara terpadu melalui pemberdayaan Industri 
Pertahanan. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki industri strategis 
pertahanan dan keamanan yang dapat menjawab tuntutan dan 
tantangan tersebut. Namun, patut diakui bahwa kemampuan Industri 
Pertahanan masih terbatas sehingga diperlukan upaya untuk 
melakukan pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan.  
Kemandirian pertahanan dan keamanan memerlukan tekad dan 
keterpaduan upaya dari semua pihak, serta didukung oleh kebijakan 
Pemerintah dalam pemberdayaan segenap potensi sumber daya 
nasional, termasuk perangkat regulasi. Salah satu perwujudan 
kemandirian pertahanan adalah kemandirian di bidang pemenuhan 
kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. Dalam 
membangun kemandirian tidak terlepas dari peran Industri 
Pertahanan sebagai pelaku dalam pemanfaatan, penguasaan dan 
pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan yang terpilih.  
Penyelenggaraan Industri Pertahanan memerlukan sinergitas dan 
integritas segenap pemangku kepentingan (stake holders) Industri 
Pertahanan, yakni Pengguna, Industri Pertahanan serta Pemerintah. 
Upaya mewujudkan Penyelenggaraan Industri Pertahanan, 
memerlukan suatu penataan dan pengaturan yang dapat lebih 
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menjembatani keserasian dalam memprioritaskan kepentingan 
pertahanan dan keamanan dengan kepentingan nasional lainnya.  
Dengan menggunakan perangkat pengaturan yang tegas dan jelas, 
serta wujud pembangunan sistem industri yang sistematis dan 
teroganisir, efektivitas dan efisiensi pemberdayaan segenap 
kemampuan industri nasional dalam mendukung pemenuhan 
kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dapat 
ditingkatkan. 
Oleh karena itu, diperlukan adanya Undang-Undang tentang Industri 
Pertahanan dalam upaya memberikan landasan hukum bagi 
pelaksanaan di bidang industri pertahanan nasional yang sepenuhnya 
dapat mendorong dan memajukan pertumbuhan industri yang 
mampu mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan 
Pertahanan dan Keamanan. 
Undang-Undang ini mengatur tentang tujuan, fungsi, dan ruang 
lingkup Industri Pertahanan. Selain itu, diatur pula hal-hal yang 
berkaitan dengan kelembagaan, Komite Kebijakan Industri 
Pertahanan, pengelolaan Industri Pertahanan, pemasaran produk 
yang dihasilkan dari seluruh proses produksi yang dilakukan Industri 
Pertahanan. 
Pengaturan hal tersebut merupakan suatu upaya untuk 
mengembangkan dan memanfaatkan Industri Pertahanan menuju 
kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dan jasa pemeliharaan alat 
peralatan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, kementerian dan/atau lembaga pemerintah 
nonkementerian, dan pihak yang diberi izin sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan pengaturan 
kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi Industri 
Pertahanan agar bekerja secara sinergis sehingga pada akhirnya 
Industri Pertahanan dapat berkembang dan dimanfaatkan secara 
optimal. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas prioritas” adalah bahwa 
penyelenggaraan Industri Pertahanan dilaksanakan sesuai 
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dengan prioritas pembangunan dan kemampuan pertahanan 
dan keamanan negara secara bertahap. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan ”asas keterpaduan” adalah bahwa 
penyelenggaraan Industri Pertahanan yang melibatkan 
berbagai pihak terkait dan pelaksanaannya harus terpadu 
serta terkoordinasi.  

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “asas berkesinambungan” adalah 
bahwa penyelenggaraan Industri Pertahanan yang 
berkesinambungan serta harus dilaksanakan secara dini agar 
dapat menghasilkan barang dan jasa yang dapat 
didayagunakan untuk kepentingan pertahanan dan 
keamanan negara. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien berkeadilan” 
adalah bahwa penyelenggaraan Industri Pertahanan perlu 
dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip 
manajemen modern, demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, 
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional agar mencapai 
hasil guna dan daya guna yang optimal. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa 
penyelenggaraan Industri Pertahanan harus dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan “asas visioner” adalah bahwa 
penyelenggaraan Industri Pertahanan harus memberikan 
solusi yang bersifat strategis jangka panjang dan 
menyeluruh. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan “asas prima” adalah bahwa 
penyelenggaraan Industri Pertahanan memberikan manfaat 
bagi seluruh pemangku kepentingan secara keseluruhan 
mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir sehingga dapat 
memberikan hasil yang optimal. 
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Huruf h 
Yang dimaksud dengan “asas profesional” adalah bahwa 
penyelenggaraan Industri Pertahanan dan seluruh lembaga 
yang berkaitan dengan Industri Pertahanan serta sumber 
daya manusia yang ada di dalamnya harus dapat 
menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan 
kapasitas dan kapabilitasnya yang mengacu pada ketentuan 
di dalam Undang-Undang ini.  

Huruf i 
Yang dimaksud dengan “asas kualitas” adalah bahwa 
penyelenggaraan Industri Pertahanan beserta produk Alat 
Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang dihasilkan harus 
memenuhi kriteria atau standar yang telah disepakati sesuai 
dengan perkembangan kemajuan teknologi.  

Huruf j 
Yang dimaksud dengan “asas kerahasiaan” adalah bahwa 
penyelenggaraan Industri Pertahanan yang berkaitan dengan 
formulasi rancang bangun produk pada proses atau kegiatan 
penelitian dan pengembangan teknologi Alat Peralatan 
Pertahanan dan Keamanan tidak boleh diketahui oleh pihak-
pihak di luar Industri Pertahanan serta di luar instansi yang 
berkaitan dengan Industri Pertahanan.  

Huruf k 
Yang dimaksud dengan “asas tepat waktu” adalah bahwa 
penyelenggaraan Industri Pertahanan yang berkaitan dengan 
penyampaian atau distribusi Alat Peralatan Pertahanan dan 
Keamanan yang diproduksi oleh Industri Pertahanan kepada 
Pengguna harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang 
telah disepakati. 

Huruf l 
Yang dimaksud dengan “asas tepat sasaran” adalah bahwa 
penyampaian atau distribusi Alat Peralatan Pertahanan dan 
Keamanan yang diproduksi oleh Industri Pertahanan harus 
diterima dan digunakan oleh Pengguna yang memesan Alat 
Peralatan Pertahanan dan Keamanan. 

Huruf m 
Yang dimaksud dengan “asas tepat guna” adalah bahwa Alat 
Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang diproduksi oleh 
Industri Pertahanan serta yang diterima oleh Pengguna harus 
digunakan sesuai dengan peruntukannya. 
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